
 
 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 23 TAHUN 2010 

TENTANG 
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 

72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan 
Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 74 
Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan 
Kementerian Pertahanan;  

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang 
Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian 
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; 

    
  
Mengingat :  1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan 

Kinerja Pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;  

2. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2010 tentang Tunjangan 
Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan;  

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor : PER/04/M.PAN/4/2009 tanggal 7 April 2009 tentang 
Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di 
lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TUNJANGAN 

KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 
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Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
 

a. Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan 
Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau 
ditugaskan dan bekerja secara penuh di lingkungan Kementerian Pertahanan.  

b. Pegawai Tentara Nasional Indonesia adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan 
Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau 
ditugaskan dan bekerja secara penuh di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. 

c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah suatu dokumen pelaksanaan 
anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh 
Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi 
sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung 
kegiatan akuntansi pemerintah. 

 
Pasal 2 

 
Kepada seluruh Pegawai Kementerian Pertahanan dan Pegawai Tentara Nasional 
Indonesia yang saat berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan ini selain penghasilan 
yang berhak diterima menurut Peraturan Perundang-undangan, diberikan Tunjangan 
Kinerja setiap bulan. 
 

Pasal 3 
 

Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan 
Tentara Nasional Indonesia diberlakukan berdasarkan Keputusan Komite Pengarah 
Reformasi Birokrasi Nasional dan hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Nasional. 

 
Pasal 4 

 
(1) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian 

Pertahanan diberikan berdasarkan Kelas Jabatan (Grading) dengan indeks 
sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
(2) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Tentara Nasional 

Indonesia diberikan berdasarkan Kelas Jabatan (Grading) dengan indeks 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 

(3) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai bulan Juli 2010. 
 

(4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara on top 
(tunjangan-tunjangan yang telah diberikan selama ini tetap berlaku). 
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Pasal 5 
 

(1) Pengajuan Tunjangan Kinerja dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Ka 
Satker sampai kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Perencanaan 
Pertahanan Kementerian Pertahanan untuk selanjutnya Menteri Pertahanan 
mengajukan kepada Menteri Keuangan. 
 

(2) Anggaran Tunjangan Kinerja dialokasikan dalam DIPA Kementerian Pertahanan 
dan Tentara Nasional Indonesia. 

 
Pasal 6 

 
Pegawai Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tidak diberikan 
Tunjangan Kinerja bagi : 

 
a. Pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu; 

b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; 

c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; 

d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada Kementerian/Lembaga Non 
Kementerian lain di luar lingkungan Kementerian Pertahanan atau lingkungan 
Tentara Nasional Indonesia;  

e. Pegawai yang diberikan cuti di luar  tanggungan negara atau dalam bebas tugas 
untuk menjalani Persiapan Pensiun; dan 

f. Pegawai yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan. 

 
Pasal 7 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan 
Republik Indonesia.  

 
Pasal 8 

 
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
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